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KEPUTUSAN BUPATI PCKALONGAN
NOMOR 42l.3% /L{ TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL SEXOLAH MENENGAHR ATAS NEGLRI
P

{ SMAN } TALUN KA .BLPA EN

BUPAT!I PEKALONGAN,

PertamaJSMP) di witayah Kecamatan Talun, maxa
Seko'ah Baru (LISB) Sekolah Menengah Atas Ne

~ Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung siswa lulusa

al

menaajar,
I b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
mal:a periu rnenetapkﬁn Keputusan Bupati Pekalongan tentang

! Pu-uC\upnn Cperasional Ser

Kabupaten Pekalongan;

'''''''' Serolah Menengah Alas Negeri ( SMAN ) Talun

Mengingat : 1. Undang - Undang  Momer 13 Tahun 105C t:r.:ang Pambentukan
Daerah - daerah Kab.palen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah

tingkat Il Batang dengan Mengubah Undang - Undang Nemor 13 Tahun

1 195C tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam

a Lingkungan {(Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
. indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2757),
2. Undang - Undang Nomor 17

Tahiun 2003 tenta ) K»H‘\-\ﬂ-n

Negara {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?t)OS Nomor 47

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); >

1. Undang - Undang MNomor 20

4 ]

Tahun 200 tentang  Gistem

Pendidikan-Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 78, Tambahan Lembaran
4301);

5. Undang - Undang Nomor 1 Ta

Negara Republik indonesia Nomor

hun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. 6. Undang - Undang Nomoer 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan g

Pengelolaan dan Tanggungiawah Keuangan Neqara {| embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor GG, Tambahan | embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun . ' tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan | “mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peratluran Pemerintah Penggant: Undang-
Undang Nemor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undanc 'Jndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi L {ang -
Undang (Lemktaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4442),

10. Feraturan Peinerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat |l Pekalongan dari Wilayah
Kotaniadya Daerah Tingkat |l Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pekalongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
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11, Peraturan P ordinasi Kegialan

Instansi Vertika! di Daerah {(Lembaran Ne Indonesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373y,

12, Peraturan Pemernintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kolamadya Dacrah Tingka! Il Pekalongan, Kabupaten Tingkat ||
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat ii Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1586 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomar 3381);

13, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah
diuhah dengan Kepulusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara
(.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

14, Peraturan Daerah Kahupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Pembentukan kadudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah Kabupalen Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupalen
Pokalongan Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2);

15. Peraturan Daeran Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas
Lembaga Teknis Kabupaten Pekaiongan (Lembaran Daerah Kabupalen
Pekalongan Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2),

Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Pekalongan
Unit Kerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2006 Nomor 915 / 140
tanggal 25 Januari 2006 tentang Kegiatan Pembangunan Unil Sekolah
Baru { USB ) SMAN Taiun;

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-

i

Temousan :
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MEMUTUSKAN

Okerasionalisasi Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Mene. 3ah Atas
Negeri (SMAN) Talun Kabupaten Pekalongan.
AN

Unit  Sakalakh RBRaru (LsB) Sakeolah Menenga ah Alas Meg eri (SMAN)

SvnLlall 2oty E N

sebagaimana dm'ﬂ"ud dﬂlnm Diktum PERTAMA 'ﬁclakdar‘akqn
Penerimaan Siswa Baru (PSB) mulai Tahun Pelajaran 2006 / 2007,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
,pada tangoal " (']qm)af“ 2.007
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Gubernur Jawa Tengah;
Kepala Dinas
Wakil Bupati Pekalongan;

Kelua DPRD Kahupaten Pekalongan;

Kepala BAPPEDA Kab, Pekalongan,

Kepala Dinas Pendidikan Kahupaten Pekalongan;
I\epala Sekolakh yang bersangkutan

P dan K Propinsi Jawa Tengah,
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